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ABSTRACT 
In today's globalized world, geospatial information is vital to policymaking, decision-making, and 
earth space operations. One of the means of achieving this objective is to conduct research evaluating 
the advantages of multifunctional, comprehensive villages for a variety of stakeholders. This study 
employs qualitative methods and literature review techniques to evaluate the advantages of 
comprehensive, multipurpose village information for multiple stakeholders. Complete villages make 
it easier for villages to access land information for development planning, according to the findings of 
the study. This study emphasizes the significance of updating and expanding digital access to 
comprehensive village land information. It is necessary to continue the development of geospatial 
information technology in order to increase the potential and utility of digital data in a cadastre with 
multiple uses. In this way, the public and government agencies can have simpler, quicker, and more 
accurate access to information, which can enhance the quality of space-related endeavors. 
Keywords: Digital Data, spatial data, village complete 
 
INTISARI 
Di dunia global saat ini, informasi geospasial sangat penting untuk pembuatan kebijakan, 
pengambilan keputusan, dan operasi ruang bumi. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan ini 
adalah dengan melakukan penelitian untuk mengevaluasi manfaat desa lengkap multiguna bagi 
multipihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik literature review untuk menilai 
manfaat informasi desa lengkap multiguna bagi multipihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
desa lengkap memberikan kemudahan bagi desa dalam mengakses informasi pertanahan untuk 
perencanaan pembangunan. Penelitian ini menekankan pentingnya memperbarui dan meningkatkan 
ketersediaan informasi pertanahan desa lengkap secara digital. Pengembangan teknologi informasi 
geospasial perlu terus dilakukan agar dapat mengembangkan potensi dan pemanfaatan data digital 
dalam kadaster multiguna. Dengan begitu, akses informasi dapat semakin mudah, cepat, dan akurat 
bagi masyarakat dan instansi pemerintah, serta dapat meningkatkan kualitas kegiatan yang berkaitan 
dengan ruang kebumian. 
Kata Kunci : Data digital, data spasial, desa lengkap 

 

A. Pendahuluan 

Pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah 

membutuhkan informasi pertanahan (Pinuji, 2016). Informasi pertanahan yang 

mutakhir, akurat dan sejalan dengan pembangunan wilayah memerlukan 

manajemen lebih lanjut agar multiguna bagi multipihak (Budiyono & Aditya, 2022; 

Duncan & Rahman, 2013; Mika, 2017). Inventarisasi dan pengintegrasian data 

geospasial berbasis bidang tanah secara digital dari desa ke desa menjadi salah satu 

proses terwujudnya manajemen informasi pertanahan yang baik (Lukman dkk., 

2022; Rahman, 2022). Sehingga, digitalisasi data spasial dapat membantu 

menyebarkan pengetahuan tentang layanan kepada banyak orang, memiliki nilai 
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efisiensi yang berbeda untuk situasi yang berbeda, dan dapat digunakan untuk 

mempelajari kejadian lapangan untuk membantu membuat kebijakan yang lebih 

baik. 

Kebutuhan akan data digital tersebut dalam setiap aktivitas manusia dapat 

bervariasi antara individu dan organisasi, sehingga menjadikan informasi bersifat 

relatif (Afwan dkk., 2020; Danuri, 2019). Seperti halnya ketika ada instansi pertama 

yang menganggap bahwa data digital tersebut sudah cukup dan dapat diolah atau 

diproses untuk kepentingan instansinya. Pada sisi lain, instansi kedua masih 

memerlukan pemrosesan lebih lanjut agar data digital tersebut dapat membantu 

pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, pihak ke tiga bisa jadi tidak 

menganggap data tersebut penting, karena kurangnya pengetahuan tentang hal 

tersebut. Oleh karena itu, pengembangan basis data digital masih memerlukan 

identifikasi model data geospasial yang paling relevan dan memahami kelebihan 

serta kekurangannya (Praptiwi dkk., 2018). 

Saat ini, informasi berbasis spasial menjadi unsur penting karena berfungsi 

sebagai dasar dalam melaksanakan dan mendukung berbagai kegiatan (Kurniawati 

dkk., 2020). Informasi ini dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai 

dengan kebutuhan mereka masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 

4/2011 tentang Informasi Geospasial menyatakan bahwa informasi geospasial 

merupakan data geospasial yang telah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat 

bantu dalam merumuskan kebijakan, membuat keputusan, dan melaksanakan 

kegiatan yang terkait dengan ruang kebumian. UU ini diharapkan dapat menjadi 

dasar untuk mengintegrasikan berbagai informasi geospasial suatu wilayah. Penting 

untuk menyusun informasi mengenai kondisi suatu wilayah karena informasi 

tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan wilayah tersebut 

(Handoko dkk., 2021; Rini dkk., 2019).  

Dengan adanya informasi terintegrasi mengenai wilayah tersebut, instansi 

pemerintah dapat dengan mudah melakukan pertukaran data yang diperlukan, 

sehingga dapat dilakukan kadaster multiguna (Junarto dkk., 2020). Pemanfaatan 

teknologi digitalisasi data memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi existing dan potensi yang ada 

melalui pendekatan survei lapangan. Hal ini memungkinkan data dapat lebih mudah 

dianalisis sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada. Selain itu, 

kemudahan akses ini juga memberikan manfaat bagi instansi pemerintah dalam 

memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Informasi terkait letak koordinat 

suatu objek dapat diakses melalui media teknologi informasi berbasis web, sehingga 

memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan instansi pemerintah (Muttakin 

dkk., 2022).  

Data spasial sangat penting dalam sistem informasi geografis karena dapat 

memberikan informasi lokasi atau koordinat suatu objek atau kejadian di 

permukaan bumi (Baary dkk., 2012). Selain itu, data non-spasial juga sangat penting 

dalam memberikan deskripsi atau gambaran tentang objek atau kejadian tersebut 
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(Firdaus dkk., 2021). Pada Indonesia, data geospasial sangat diperlukan untuk 

mengatasi berbagai isu regional seperti kerentanan bencana, pengelolaan sumber 

daya alam, dan pengembangan kawasan perbatasan. Oleh karena itu, program 

nasional telah diinisiasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi 

geospasial tematik di Indonesia. Data spasial juga menjadi dasar untuk membentuk 

sistem basis data spasial yang dapat digunakan untuk menghasilkan informasi yang 

bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat (Federal Geographical Data 

Committee, 1998). 

Selain itu, digitalisasi data juga memberikan kemudahan akses data bagi 

masyarakat dan instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih 

baik. Layanan informasi yang diberikan terkait hal objek yang menyediakan 

informasi letak koordinat melalui media teknologi informasi berbasis web. Dengan 

adanya sistem basis data spasial, informasi geospasial dapat terintegrasi dengan baik 

dan memudahkan instansi pemerintah dalam pertukaran data yang diperlukan, 

sehingga dapat dilaksanakan kadaster multiguna. Dengan demikian, digitalisasi data 

dan informasi geospasial yang terintegrasi dapat mempercepat proses pengambilan 

keputusan dan pengembangan wilayah yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini 

memiliki rumusan masalah yaitu: bagaimana menciptakan informasi pertanahan 

berbasis desa lengkap dan seperti apa manfaatnya bagi multipihak?. 

Digitalisasi data desa sangat penting dalam mendukung kegiatan pemerintah 

dan masyarakat (Desiani dkk., 2020; Wahid & Rohadi, 2021). Data yang tersedia 

dalam bentuk digital memudahkan akses dan pengolahan informasi, sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program. 

Selain itu, dengan adanya data digital, informasi dapat diakses dari mana saja dan 

kapan saja, sehingga memudahkan dalam pertukaran informasi antar pihak yang 

terkait. Selain itu, digitalisasi data desa juga dapat membantu meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data atau arsip desa. Dalam 

jangka panjang, hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas 

pelayanan publik di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini membahas manfaat 

data digital bagi desa dan strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

dalam kaitannya dengan desa lengkap.  

Meskipun, Budiyono & Aditya (2022) telah mendesain tahapan sistem kadaster 

multiguna, namun pada dasarnya sistem tersebut membutuhkan standar data yang 

sama dan pengindeksan data spasial. Selain itu, Nugroho & Widarbo (2019) 

menggarisbawahi bahwa kadaster tersebut memerlukan kesamaan posisi antara 

peta dasar dan kerangka referensi koordinatnya maupun keabsahan batas 

administrasi hingga tingkat desa. Mengingat pentingnya kelengkapan administrasi 

pertanahan tingkat desa mempengaruhi kadaster lengkap pada tingkat 

kabupaten/kota maka penelitian ini mengaitkan kadaster multiguna berbasis desa 

dan tugas pokok serta fungsi dari dinas-dinas di kabupaten/kota. Penelitian ini  

berbeda dengan Rahman (2022) dan Sulaksono (2020), karena tidak hanya 

membahas manfaat data digital bagi desa tetapi lebih luas lagi hingga ke dinas-dinas 

terkait di kabupaten/kota. Harapannya, dengan mengetahui tugas pokok dan fungsi 
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antara dinas-dinas di kabupaten/kota beserta kesiapan desa dalam membuat sistem 

kadaster multiguna maka akan tercipta kadaster multiguna bagi multipihak. 

Penelitian ini membahas pentingnya kadaster multiguna berbasis desa lengkap 

untuk kepentingan antar dinas-dinas, seperti: Dinas Tata Ruang, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, PT. Perusahaan Listrik Negara. Dinas-dinas tersebut selama 

ini membutuhkan informasi pertanahan berbasis desa yang lengkap untuk 

kelancaran pembangunan. Selain itu, penelitian ini akan mengusulkan beberapa 

solusi untuk memperoleh informasi pertanahan pada satuan desa yang lengkap. 

Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan 

data digital di desa lengkap, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya 

dalam mengembangkan penelitian di bidang ini. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan literature review, sebagaimana Cresswell dkk. (2019) dan Fadli (2021). 

Awalnya kami membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis 

bagaimana membuat digitalisasi administrasi pertanahan berbasis desa. Kemudian 

kami mencari informasi yang faktual dan akurat mengenai kebutuhan daripada 

dinas-dinas di kabupaten/kota yang paling sering berhubungan dengan informasi 

pertanahan. Sebagai sampel penelitian, kami menetapkan Desa Banyuraden 

Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta untuk melihat dan 

memproses digitalisasi administrasi pertanahan.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder 

meliputi: hasil wawancara secara langsung dengan kepala dinas, kepala kantor 

pertanahan, kepala desa, kepala dukuh, ketua RT dan RW beserta warga. Sedangkan 

data sekunder diperoleh dari laporan, makalah dan dokumen pertanahan berupa 

data spasial maupun tekstual. Data spasial tersebut memuat peta bidang tanah, 

Nomor Identifikasi Bidang (NIB), jaringan jalan dan unsur spasial lainnya. Sedangkan 

data tekstual meliputi: daftar tanah, daftar nama, luas, harga tanah dan data 

pertanahan lainnya. Keseluruhan data dikumpulkan dengan metode observasi, 

wawancara, dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini yang dideskripsikan adalah 

data pertanahan yang digunakan dalam penyusunan sistem desa lengkap multiguna 

serta urgensi data pertanahan yang diperoleh dari berbagai instansi/dinas yang ada 

di wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis secara 

deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan naratif.  

 

C. Hasil dan Pembahasan 

C.1. Sistem Informasi Pertanahan Berbasis Desa Lengkap 

Salah satu prinsip dalam menetapkan prioritas pembangunan desa adalah 

mengutamakan kewenangan daerah di tingkat desa untuk bebas menentukan dan 

mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan desanya. Oleh karena itu, setiap 

pemerintah desa harus memahami potensi wilayah dan kebutuhan masyarakatnya. 

Sehingga program-program pemerintah desa yang akan tersalurkan, dapat relevan 
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dan memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat mereka (Junarto & Suhattanto, 

2022). Pemanfaatan dana desa menjadi salah satu hal yang mampu di aplikasikan 

dalam rangka memenuhi hal tersebut. Dana desa dapat berfungsi sebagai modal 

pemerintah desa untuk mencukupi prasarana desa, prasarana pelayanan sosial 

dasar, prasarana ekonomi dan usaha, sarana pelestarian lingkungan dan fasilitas lain 

(PerMen Desa No.19 Tahun 2017). Ketepatan pembangunan infrastruktur publik 

oleh desa akan berdampak luas terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. 

Untuk memenuhi ketepatan pembangunan infrastruktur publik tentunya 

membutuhkan informasi pertanahan berbasis bidang, salah satunya tersedianya 

peta bidang tanah lengkap, valid dan uptodate.  

Mengingat pentingnya kegunaan peta bidang tanah lengkap, valid dan uptodate 

pada suatu desa, maka pemerintah desa perlu melakukan inventarisasi data-data 

pertanahan. Seperti data kepemilikan dan penguasaan tanah, penggunaan tanah, 

penilaian tanah dan pemanfaatan tanah. Kegiatan pengukuran dan pemetaan 

bidang tanah berbasis desa menjadi salah satu kegiatan yang mampu mewujudkan 

hal tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mendeskripsikan tahapan-tahapan 

inventarisasi data pertanahan untuk menjadi sebuah informasi pertanahan yang di 

inginkan oleh setiap desa. Apabila setiap desa memiliki informasi pertanahan yang 

lengkap maka menjadi keniscayaan untuk mewujudkan kota atau kabupaten 

lengkap (Fahmi dkk., 2023). Berdasarkan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang 

tanah di Desa (Kalurahan) Banyuraden dapat disarikan beberapa tahapan untuk 

memetakan bidang tanah secara cepat dan berkualitas baik, yaitu:  

a) Pembuatan peta dasar atau basemap atau peta kerja. Peta kerja berfungsi untuk 

melakukan identifikasi batas bidang tanah. Oleh karena itu, peta kerja yang 

direkomendasikan adalah menggunakan ortomosaik UAV dengan metode 

fotogrametris. Penggunaan peta orthophoto dari ortomosaik UAV mampu 

mengidentifikasi titik-titik batas bidang tanah dan menarik garis batas bidang 

tanah (delineasi). Tentunya terhadap bidang-bidang tanah yang berada di areal 

terbuka (tidak tertutup kanopi tumbuhan atau bangunan), seperti pematang 

sawah, tegalan dan kawasan perumahan. Selain itu, penting juga 

memanfaatkan data spasial (K4) dari kantor pertanahan, sebagai hasil 

pemetaan bidang tanah yang telah terukur dan ter petakan di KKP. Data bidang 

tanah dari KKP tersebut akan memudahkan kegiatan pemetaan bidang tanah 

yang belum terdaftar. 

b) Melakukan pemetaan bidang tanah secara lengkap. Pemetaan bidang tanah 

tersebut langsung dilakukan secara digital menggunakan aplikasi Autodesk Map 

dan ArcGIS. ArcGIS memudahkan dalam melengkapi keterangan setiap bidang 

tanah dengan informasi (atribut) tertentu (sesuai tujuan pemetaan). Sebagai 

contoh untuk melengkapi pemetaan bidang dengan atribut pemilik tanah, maka 

perlu melakukan proses joint data spasial berbasis bidang dan data atribut 

(pemilik tanah) di ArcGis. Sehingga, peta bidang yang didapatkan memiliki 

informasi pemilik tanah dengan melakukan proses labeling. Selanjutnya, jika 

diperlukan, peta kerja dapat dicetak untuk membantu proses identifikasi bidang 
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tanah di lapangan, untuk itu diperlukan proses layout menggunakan aplikasi 

ArcGis. Terhadap areal yang belum terdaftar atau areal yang sudah bersertifikat 

namun belum tepat posisinya memerlukan penanganan agar bidang tanahnya 

ter petakan lengkap. Oleh karenanya memerlukan proses orientasi lapangan, 

untuk mengetahui gambaran wilayah, mendapatkan informasi dan mengetahui 

permasalahan setiap bidang tanah. Sehingga, pelibatan kepala dukuh atau tetua 

dukuh menjadi faktor penentu keberhasilan pengidentifikasian bidang tanah 

yang belum ter petakan maupun yang mengalami overlap, miss place atau gap. 

Terakhir, setelah berhasil mengidentifikasi keseluruhan bidang maka terhadap 

bidang tanah yang memerlukan pengukuran secara terestris salah satunya 

dengan metode real time kinematic (RTK). 

C.2. Keterkaitan antara desa lengkap dan program desa 

Desa lengkap multiguna adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan 

penduduknya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, 

dan lingkungan. Keterbatasan akses dan penggunaan data digital spasial dapat 

menghambat pengembangan desa lengkap multiguna karena data digital spasial 

merupakan alat yang penting dalam mengambil keputusan dan merencanakan 

pengembangan wilayah. Pemanfaatan data digital spasial dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan dan pengembangan wilayah, terutama dalam mewujudkan 

desa lengkap multiguna. Dengan menggunakan data digital spasial, pemangku 

kepentingan desa dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk 

merencanakan pengembangan desa yang lengkap multiguna. Data digital spasial 

juga dapat membantu pemangku kepentingan desa dalam mengidentifikasi masalah 

dan potensi yang ada di desa dan mengambil tindakan yang tepat untuk 

meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya 

untuk meningkatkan akses dan penggunaan data digital spasial di desa-desa seluruh 

Indonesia agar dapat mempercepat pembangunan desa yang lengkap multiguna. 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pendidikan kepada 

masyarakat desa mengenai manfaat dan cara penggunaan data digital spasial, serta 

meningkatkan aksesibilitas data digital spasial di desa-desa. Dengan meningkatkan 

penggunaan data digital spasial, diharapkan dapat membantu mewujudkan desa 

lengkap multiguna yang dapat memenuhi kebutuhan penduduknya dalam berbagai 

aspek kehidupan. 

Pemerintah pusat sedang gencar membangun dari pinggiran untuk 

memperkuat daerah dan desa lokal dalam kerangka negara kesatuan Indonesia. 

Untuk mencapai hal tersebut, setiap desa oleh pemerintah pusat diberikan program 

satu miliar satu desa. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan upaya 

penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kapasitas perencanaan 

dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, pemberdayaan masyarakat, dan 

peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan. Selain itu, program ini juga 

memberikan upaya peningkatan ketenteraman, pelayanan ketertiban umum 

kepada masyarakat perdesaan untuk mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi 
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baik secara mandiri, gotong royong maupun melalui Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) serta meningkatkan kemandirian dan daya saing desa. 

Perencanaan Pembangunan suatu wilayah maupun dalam pengembangannya 

membutuhkan dukungan data dan informasi, baik spasial maupun non spasial, yang 

akurat dan terkini, terutama data dan informasi tematik yang mengilustrasikan 

kondisi suatu wilayah. Salah satu data yang sangat diperlukan untuk melihat kondisi 

suatu wilayah adalah data pertanahan desa lengkap. Perubahan kondisi wilayah 

pada daerah yang akan disusun rencana tata ruangnya, perlu dipahami dengan baik 

oleh para perencana, karena kualitas rencana tata ruang sangat ditentukan oleh 

pemahaman para perencana terhadap kondisi fisik wilayah perencanaan. 

Peta dasar (basemap) yang berisi informasi bidang tanah secara lengkap adalah 

salah satu alat paling utama yang diperlukan sebagai dasar pemetaan rencana tata 

ruang berbasis desa. Selain itu diperlukan pula data spasial tematik yang terkait 

dengan kondisi fisik wilayah, seperti kerentanan terhadap bencana, 

keanekaragaman hayati, oseanografi, iklim dan geofisika. Selain itu, perlu juga 

memasukkan data fisik wilayah yang berasal dari suatu proses kajian, analisa, dan 

survei yang mendalam, di antaranya berupa data kesesuaian kemampuan tanah 

dengan pemanfaatannya, dan penggunaan tanah. Informasi kepastian hukum akan 

tanah yang akan dipergunakan dalam rencana tata ruang, yang terintegrasi dalam 

peta dasar tersebut juga sangat diperlukan. 

Penggunaan internet dan teknologi elektronik telah mengubah cara masyarakat 

menjalani kehidupan mereka dengan meningkatkan kecepatan dan efisiensi 

aktivitas. Internet digunakan sebagai sarana untuk mendukung kegiatan dan 

merupakan bagian dari teknologi yang digunakan. Kegiatan seperti pengumpulan 

data desa, pemetaan potensi dan sumber daya desa, dan pengembangan teknologi 

informasi dan komunikasi dapat disinkronkan dengan kegiatan berbasis internet dan 

elektronik. Dalam era digitalisasi ekonomi yang semakin cepat, produk unggulan 

desa dapat dipromosikan secara online sehingga transaksi dapat dilakukan melalui 

internet (Jakak & Sahurina, 2022). Metode pengelolaan arsip manual/konvensional 

yang dipakai oleh instansi pelayanan pemerintah untuk mengelola data tidak lagi 

efektif dan efisien karena memerlukan tempat penyimpanan yang besar. 

Manajemen data digital merupakan cara untuk mengurangi penggunaan ruang dan 

menghemat waktu, serta memberikan panduan melalui proses penyelesaian 

pekerjaan dibandingkan dengan manajemen manual/konvensional. Kantor layanan 

pemerintah dapat mendigitalkan dokumen dan data analog menjadi data digital 

yang dapat digunakan untuk mendukung layanan online. Infrastruktur berbasis 

sistem informasi dapat memfasilitasi pengelolaan administrasi dan kearsipan. 

Sistem informasi manajemen dibuat untuk mengelola administrasi dengan 

mengurangi penggunaan kertas dan mendigitalkan dokumen. Hal ini dapat 

meningkatkan produktivitas, menghemat biaya dan ruang, serta melindungi 

lingkungan dari limbah kantor dan sampah. Data yang telah diorganisir dan dibuat 

dapat disimpan dan diamankan pada sistem berbasis cloud server sehingga tidak 

memerlukan banyak lemari arsip karena data yang disimpan berupa data digital 
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(Kurniawan dkk., 2021). Penerapan sistem informasi digital bertujuan untuk 

mengelola, membuat, dan mengakses data dokumen dalam bentuk digital sehingga 

mengurangi penggunaan kertas yang saat ini dominan bahan dasar pembuatan 

dokumen. Keuntungan dari penggunaan sistem informasi digital antara lain efisiensi 

waktu, manajemen dokumen yang lebih baik, kenyamanan kerja yang lebih baik, 

menjadi dasar pertimbangan keputusan yang lebih baik, manajemen yang lebih 

terkontrol, dan peningkatan wajah organisasi (Rozi dkk., 2017). Selain itu, 

penggunaan sistem informasi digital secara esensial memiliki dampak positif pada 

keberlanjutan dan kualitas lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas dan 

jumlah kertas di meja atau ruang kerja. Sistem informasi dengan format digital juga 

memudahkan sosialisasi dan pemanfaatan informasi oleh publik karena dapat 

diakses melalui internet. Pemanfaatan basis data spasial digital dapat 

mempermudah pengolahan data desa, terutama dalam hal pembacaan, 

pengolahan, dan penyimpanan data. Hal ini memungkinkan pengembangan data 

desa yang tidak bersifat spasial, seperti data numerik dan data atribut, untuk 

diperbarui tanpa adanya tumpang tindih antara data tersebut. Selain itu, data 

numerik tersebut dapat diubah menjadi info grafis spasial yang mampu memberikan 

pemahaman mengenai fenomena wilayah dan potensi permasalahan desa secara 

lebih jelas (Rahman dkk., 2022). 

  
Gambar 1. Contoh Basis Data Tekstual Pada Arcgis Di Kalurahan Banyuraden 

Berdasarkan Gambar 1, Sistem Informasi Geografis (SIG) memang 

mengintegrasikan data geospasial dengan data non-spatial. Dalam SIG, data spasial 

(berupa koordinat geografis) dikaitkan dengan atribut-atribut non-spatial seperti 

nama desa, luas wilayah, jumlah penduduk, dan sebagainya. Basis data spasial 

menjadi sangat penting dalam SIG karena data spasial memungkinkan informasi 

untuk direpresentasikan secara visual, seperti dalam bentuk peta, dan juga 

memungkinkan untuk dilakukan analisis spasial seperti menghitung jarak antar 

wilayah dan area tertentu. Dalam konteks pengembangan desa, SIG dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan sumber daya desa, merencanakan 

pembangunan desa, serta memantau kondisi lingkungan desa. 
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Gambar 2. Contoh Basis Data Spasial Pada Arcgis Di Kalurahan Banyuraden 

Gambar 2 merupakan salah satu bentuk digitalisasi data berbasis spasial yang 

dapat memudahkan dalam pengolahan, pengelolaan, dan analisis data geografis. 

Aplikasi tersebut biasanya dilengkapi dengan fitur-fitur seperti pencarian lokasi, 

penambahan layer data, pengukuran jarak, dan penambahan simbol dan warna 

pada peta sesuai dengan atribut data yang ada. Sistem Informasi Geografis yang 

berbasis website juga dapat menjadi sarana yang efektif dalam pembinaan dan 

pengawasan di berbagai sektor, karena dapat memberikan informasi terkini 

mengenai kondisi lingkungan sekitar. Seperti yang disebutkan sebelumnya, data 

spasial dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena wilayah 

yang terjadi dan memungkinkan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam 

berbagai aspek kehidupan. Pemetaan digital adalah proses pembuatan data dalam 

bentuk digital atau gambar digital yang mampu mewakili secara akurat dan tepat 

wilayah yang diamati. Seperti pada peta analog, fungsi utama pemetaan digital 

adalah menampilkan gambaran umum medan yang meliputi daerah sekitarnya. 

Namun, peta digital memiliki manfaat yang lebih banyak dan sesuai dengan tujuan 

pembuatannya, seperti pemetaan infrastruktur jaringan, lokasi bangunan yang tidak 

layak huni, lokasi keluarga prasejahtera, serta lokasi tempat menarik dan layanan 

lainnya. Untuk memudahkan penggunaannya, peta digital juga dapat dilengkapi 

dengan informasi lokasi yang telah ditambahkan. 
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Gambar 3. Contoh Peta Digital Kalurahan Banyuraden 

Peta digital memiliki tujuan utama untuk mempermudah pencarian informasi 

tentang wilayah tersebut, termasuk objek-objek administrasi dan potensi desa 

seperti objek wisata dan lainnya. Selain itu, peta digital juga berguna sebagai 

panduan awal dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan perekonomian desa. 

Melalui peta digital, rekomendasi dapat diberikan kepada pemerintah sebagai 

media interaktif untuk membantu pengunjung mencari informasi tentang desa. 

Desa digital awalnya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan big data, 

perencanaan, pemantauan potensi desa, serta pembangunan desa. Melalui aplikasi 

layanan digital desa, masyarakat pedesaan akan mendapatkan kemudahan dengan 

upaya mengembangkan akses internet di desa-desa. Dalam penelitian ini, dibahas 

beberapa topik terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), seperti bagaimana cara 

mempromosikan produk lokal desa melalui media digital, serta bagaimana 

mempromosikan wisata desa sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan 

dan pendapatan desa melalui teknologi informasi dan layanan digital (Jakak & 

Sahurina, 2022). 

Digitalisasi sistem informasi desa merupakan sebuah inovasi yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengolahan data internal desa secara efektif dan efisien. 

Inovasi ini menjadi respons terhadap kebutuhan pemerintah desa dalam mengelola 

data desa dengan lebih baik. Dalam digitalisasi sistem informasi desa, teknologi 

informasi digunakan untuk memudahkan pengolahan data, sehingga dapat 

memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai kondisi desa secara 

keseluruhan. Dengan adanya inovasi digital ini, diharapkan pengambilan keputusan 

dalam pembangunan desa dapat lebih terarah dan tepat sasaran. 
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Gambar 4. Analisis Manfaat Konversi Data Analog ke Digitalisasi Data Spasial. 

Sumber: Boby Rahman (2022) 

Kadaster multiguna adalah suatu konsep kadaster yang dapat dimanfaatkan 

untuk berbagai tujuan yang berbeda, dan dapat menjadi suatu sistem administrasi 

pertanahan yang modern. Sistem ini mencakup aspek-aspek fiskal, hukum, dan 

perencanaan tata ruang. Dengan menggunakan konsep ini, maka kadaster dapat 

dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien dalam mengelola data pertanahan 

yang dibutuhkan untuk keperluan berbagai sektor. Dengan adanya sistem kadaster 

multiguna ini, diharapkan dapat membantu dalam mengatasi berbagai 

permasalahan yang terkait dengan pengelolaan pertanahan di suatu wilayah. 

Dengan dilakukannya kegiatan kadaster multiguna, informasi mengenai pertanahan 

akan dihasilkan dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, sehingga tidak hanya 

memberikan keuntungan bagi instansi pemerintah, namun juga bagi sektor swasta 

dan masyarakat umum. 

Selama ini, Kementerian ATR/BPN telah menghasilkan berbagai inovasi dalam 

sistem informasi pertanahan yang mencakup berbagai macam informasi. Namun, 

informasi yang tersedia belum sepenuhnya terintegrasi dengan instansi lain yang 

berhubungan dengan bidang tanah, seperti pajak bumi dan bangunan dengan 

nomor objek pajak (NOP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Karena itu, 

pertukaran informasi yang terkait dengan bidang tanah sebagian kecil masih 

dilakukan secara manual. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) mempunyai kesempatan untuk menjadi pusat dan penyedia 

data dalam menghasilkan informasi lahan yang beragam karena memiliki data tata 

ruang yang komprehensif dan lengkap. Kegiatan pendaftaran tanah kini telah 

dilakukan secara digital melalui Kantor Pertanahan Geo Komputerisasi (GeoKKP) 

yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN, yang fokus pada inventarisasi data 

spasial. Dengan demikian, GeoKKP dapat menyusun data spasial lahan yang 

terintegrasi dan standar sehingga mempermudah pengelolaan informasi tanah. Data 

yang terdapat pada GeoKKP dapat menjadi sumber data untuk membangun sistem 

informasi pertanahan yang serba guna dengan kualitas dan kuantitas data yang baik.  
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 Pemanfaatan data digital spasial dalam mewujudkan desa lengkap multiguna 

memungkinkan penggunaan teknologi digital untuk memperkuat kemampuan desa 

dalam mengembangkan sumber daya alam dan manusia secara berkelanjutan. Data 

digital spasial adalah data yang terkait dengan lokasi atau koordinat yang dinyatakan 

dalam bentuk digital. Data ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan 

menganalisis situasi geografis dan memetakan wilayah geografis suatu daerah. 

Dalam konteks pemanfaatan data digital spasial untuk membangun desa lengkap 

multiguna, teknologi digital dapat digunakan untuk memetakan dan 

mengidentifikasi sumber daya alam, seperti tanah, air, dan hutan. Data ini dapat 

digunakan untuk membuat rencana pengelolaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan dan membantu desa untuk memperkuat kemampuan ekonomi dan 

memperbaiki kualitas hidup penduduknya. Selain itu, data digital spasial juga dapat 

digunakan untuk memetakan dan mengidentifikasi infrastruktur desa, seperti jalan, 

jembatan, dan bangunan publik. Hal ini dapat membantu desa dalam perencanaan 

pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien. 

Selain itu, data digital spasial juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan 

memetakan potensi wisata di desa. Dengan demikian, desa dapat mengembangkan 

potensi wisata sebagai sumber penghasilan tambahan bagi penduduknya. Data 

digital spasial juga dapat membantu desa dalam membangun sistem informasi 

geografis (SIG) yang memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih 

efektif dan efisien. Dalam memanfaatkan data digital spasial, terdapat beberapa 

tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang 

terlatih dalam mengolah dan menganalisis data digital spasial, kurangnya perangkat 

lunak dan perangkat keras yang memadai, serta kurangnya dukungan dan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya penggunaan teknologi digital dalam pembangunan 

desa. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat 

bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam 

penggunaan teknologi digital. Selain itu, pemerintah dapat memberikan dukungan 

dalam hal infrastruktur dan akses terhadap teknologi digital, seperti jaringan 

internet dan komputer. Dengan demikian, pemanfaatan data digital spasial dapat 

menjadi alat yang efektif dalam membangun desa lengkap multiguna yang 

berkelanjutan. 

C.3. Urgensi Informasi Pertanahan Multiguna bagi Multipihak 

Urgensi merupakan sesuatu hal yang sangat penting disertai dengan 

keharusan yang mendesak. Sesuatu terlihat urgensinya jika kebutuhannya menjadi 

sangat penting dan harus tercukupi secepatnya serta sudah menjadi kepentingan 

banyak orang ataupun menjadi modal bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya. 

Adapun informasi merupakan aset bagi instansi publik yang berguna untuk dua hal 

pokok yaitu: memberikan layanan kepada masyarakat saat ini dan menjawab 

kebutuhan layanan masyarakat di masa datang. Urgensi informasi pertanahan bagi 

multipihak tentunya harus mendasarkan pada kebutuhan instansi yang 

bersangkutan terhadap informasi pertanahan tersebut. Selain itu, informasi 

pertanahan menjadi berharga ketika sesuai dengan tugas pokok pada masing-
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masing yang membutuhkan ketersediaannya. Bahkan semakin berharga jika 

informasi pertanahan tersebut berkaitan dengan kegiatan pembangunan ataupun 

rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh setiap instansi. Oleh karena itu, 

urgensi informasi pertanahan yang multiguna dapat dilihat dari keterkaitan 

informasi pertanahan antara masing-masing instansi dengan kebutuhan pihak lain. 

Berikut ini instansi yang membutuhkan informasi pertanahan, seperti: 

a) Kantor pertanahan 

Kantor pertanahan merupakan ujung tombak Kementerian ATR/BPN pada 

level tapak di kabupaten atau kota yang mengelola dan mengadministrasikan 

informasi pertanahan. Informasi pertanahan tersebut pada hakikatnya terdiri 

atas data fisik dan data yuridis (legal kadastral) setiap bidang tanah (land 

tenure). Selain itu, pada kantor pertanahan terdapat juga data-data mengenai 

penilaian tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Kantor pertanahan 

dalam pengembangan sistem informasi pertanahan yang multiguna bagi 

multipihak telah mendasarkan pada komputer dan web service (komputerisasi 

kantor pertanahan/KKP) beserta beragam pengembangannya.  

Seperti melaksanakan tujuh layanan prioritas yang dapat dilakukan secara 

daring. Ketujuh layanan tersebut meliputi pengecekan sertipikat, pembuatan 

surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), pemasangan hak tanggungan, 

penghapusan hak tanggungan, peralihan hak (kecuali pewarisan), pendaftaran 

surat keputusan dan perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik 

(HM). Dari tujuh layanan prioritas tersebut, empat layanan telah dilakukan 

secara elektronik sehingga dapat mengurangi 40 persen antrean layanan di 

seluruh wilayah kantor pertanahan. Selain itu, ketujuh layanan tersebut tidak 

memerlukan kegiatan lapangan dan dapat diterapkan secara elektronik. 

Bahkan, layanan tersebut juga tidak memerlukan analisis mendalam dan tidak 

melibatkan pihak eksternal. Harapannya, layanan tersebut dapat 

mempermudah dan mempercepat pelayanan, sehingga masyarakat dapat 

merasakan kemudahan dalam menangani permasalahan pertanahan. Hal ini 

tentunya juga akan sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk 

memberikan transparansi dan komersialisasi informasi pertanahan kepada 

publik. 

Berdasarkan layanan-layanan pada kantor pertanahan yang telah 

disampaikan, menunjukkan urgensi informasi pertanahan atas suatu bidang 

tanah, sekaligus fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalamnya. Informasi 

mengenai fasilitas-fasilitas tersebut masih belum dapat dipenuhi karena belum 

adanya data pendukung dari instansi lain yang berwenang mengeluarkan 

informasi mengenai fasilitas tersebut. Namun dengan teknologi informasi, hal 

tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan. Kerja sama antar instansi 

pengguna informasi pertanahan sangat diperlukan dalam pemanfaatan data 

pertanahan secara bersama-sama.  

Pada saat ini sedang dikaji mengenai jenis-jenis informasi yang bersifat 

publik yang dapat diberikan kepada masyarakat dan bersifat rahasia negara 
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yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai 

contoh daftar nama yang tidak boleh diketahui oleh umum. Dengan sistem 

informasi pertanahan multiguna diharapkan mampu meningkatkan kepastian 

hukum dan mengurangi permasalahan di bidang pertanahan karena 

masyarakat/pemilik bidang tanah diberikan akses untuk melakukan pengecekan 

semua bidang tanah yang dimilikinya yang telah terdaftar di kantor pertanahan. 

Dengan demikian, sistem informasi pertanahan yang dikembangkan diharapkan 

akan menjadi multiguna dengan berbagai kelengkapan data sesuai dengan 

kebutuhan berbagai pihak. 

b) Dinas Tata Ruang 

Dinas Tata Ruang di Kabupaten atau kota bertugas melaksanakan 

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta 

menyelenggarakan urusan pertanahan. Fungsi informasi pertanahan bagi dinas 

tersebut adalah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan 

kabupaten atau kota. Dalam hal ini aspek legalitas atas bidang-bidang tanah 

yang kemudian di sinkronkan terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten 

atau kota. Terdapat salah satu informasi pertanahan yang dibangun oleh kantor 

pertanahan kota yang menampilkan fitur city planning. Fasilitas tersebut 

digunakan untuk menampilkan suatu kawasan yang akan dibebaskan karena 

adanya perencanaan kota. Fasilitas tersebut selain menampilkan daerah yang 

akan terkena pengadaan tanah, diharapkan juga dapat menampilkan rencana 

tata ruang suatu wilayah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kantor 

pertanahan dapat menjalin kerja sama dengan dinas tata ruang dalam hal 

pemanfaatan data bersama (sharing data) mengenai perencanaan tata ruang. 

Pengumpulannya dan pertukarannya dapat dilakukan dengan fasilitas web atau 

secara manual. Tingkat data yang ditampilkan dalam rencana tata ruang dapat 

ditampilkan sampai detail bidang-bidang tanah. Harapannya pada masa depan, 

pelaksanaan penggabungan informasi antara informasi pertanahan berbasis 

bidang dan rencana tata ruang wilayah sangat dimungkinkan karena peta dasar 

(basemap) yang digunakan kedua instansi adalah sama. Bagi pihak kantor 

pertanahan informasi mengenai rencana tata ruang wilayah bahkan rencana 

detail tata ruang akan sangat bermanfaat dalam pelayanan pemberian hak. 

Dengan kata lain, setiap permohonan hak yang akan dikeluarkan oleh kantor 

pertanahan haruslah sesuai dengan RTRW/RDTR yang ada. Oleh karena itu, 

pemohon harus siap dan sedia dengan segala implikasinya ketika 

permohonannya disesuaikan dengan rencana tata ruang yang ada. 

c) Badan/Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 

Informasi pertanahan yang dijalankan oleh kantor pertanahan 

menggunakan KKP memerlukan data dari DPKAD. Contohnya adalah nomor 

objek pajak (NOP) dan nilai jual objek pajak (NJOP). Kerja sama antara kedua 

instansi, utamanya dalam pengurusan suatu sertipikat, harus melampirkan 

surat pelunasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari 

DPKAD. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai pasar atau NJOP dari bidang tanah. 
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Informasi perpajakan sangat penting dan berguna bagi berbagai pihak. Apabila 

data dari DPPKAD dapat dicantumkan ke dalam aplikasi KKP maka akan 

memudahkan dalam pengaksesan data pertanahan sekaligus perpajakannya. 

Adapun sharing informasi dilakukan menggunakan fasilitas web dan apabila 

terdapat data yang rahasia dapat dilakukan pemblokiran akses. Selain itu, pihak-

pihak yang tidak memiliki kepentingan atau tugas terhadap data wajib pajak 

tidak diperkenankan mengetahui data wajib pajak tersebut.  

d) kantor PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 

Informasi yang berhubungan dengan bidang tanah di PLN adalah data 

mengenai posisi dari aset PLN. Data tersebut berguna dalam perencanaan, 

monitoring perpindahan jaringan aset. Sebagai contoh gardu induk listrik, gardu 

distribusi, gardu hubung, rute jaringan dan aset lain. Bidang tanah yang 

digunakan biasanya diperoleh dengan cara pembelian melalui perusahaan atau 

perseorangan. Bidang tanah yang digunakan untuk perencanaan pemasangan 

jaringan distribusi yang berupa kabel harus melalui perijinan pemerintah 

daerah, sebagai contoh kabel yang di tanam di bawah tanah, bawah air, dan di 

atas tanah. Selain itu, perencanaan jaringan listrik tersebut dapat berupa 

penentuan letak gardu listrik, rute jaringan yang optimal, dan penentuan lokasi 

kantor pelayanan pelanggan. 

e) Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Bappeda merencanakan pembangunan bukan hanya dari sektor 

infrastruktur saja, melainkan juga seluruh sektor pembangunan. Informasi yang 

berhubungan dengan bidang tanah sering diminta oleh pihak Bappeda terutama 

yang berhubungan dengan perencanaan infrastruktur. Adapun akses terhadap 

informasi tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan surat permohonan. 

Dalam kaitannya sistem informasi pertanahan yang multiguna bagi multipihak 

maka peran informasi yang di kelola oleh Bappeda adalah sebagai pemberi 

informasi tentang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. 

Meskipun Bappeda hanya sebagai user dari informasi yang dikeluarkan oleh 

sistem informasi pertanahan multiguna, namun proyek pembangunan yang 

akan dilaksanakan pada suatu daerah juga perlu ditambahkan dalam sistem 

informasi tersebut. Bappeda memperoleh kemudahan dalam merencanakan 

pembangunan dengan mengacu pada informasi data spasial dan tekstual 

berbasis bidang. Selanjutnya, Bappeda dapat mengacunya kembali sebagai 

keberlanjutan pada kegiatan pembangunan selanjutnya. Pada sisi lain, informasi 

dari Bappeda juga berguna sebagai informasi kepada publik, sehingga 

masyarakat mengetahui perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan 

oleh pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian masyarakat setidaknya 

memiliki akses informasi mengenai program pembangunan yang dilaksanakan 

oleh pemerintahnya. 

Dari uraian urgensi informasi pertanahan dari masing-masing instansi tersebut 

di atas, menunjukkan bahwa informasi pertanahan ternyata dibutuhkan oleh 

berbagai instansi baik aspek spasial maupun tekstualnya. Informasi pertanahan yang 
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menyajikan data pertanahan sampai tingkat detail, dikelola dalam database BPN dan 

masing-masing bidang tanah diberikan Nomor Identifikasi Bidang (NIB). 

Pengumpulan data dari instansi-instansi terkait dapat dilaksanakan melalui suatu 

perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan data bersama. Data spasial dan data 

tekstual dari masing-masing bidang tanah tersebut kemudian dapat digunakan dan 

dimanfaatkan bersama dengan instansi terkait lainnya seperti PT PLN, Dinas Tata 

Ruang maupun Bappeda, melalui media web atau jaringan online. Data spasial yang 

dapat diintegrasikan antara lain peta pendaftaran dari Kantor Pertanahan, peta blok 

plan dari Dinas Tata Ruang, peta saluran kabel tegangan menengah (SKTM) dan peta 

lokasi pelanggan dari PT.PLN.  

Data spasial yang dimiliki oleh masing-masing instansi tersebut dapat 

diintegrasikan, meskipun memiliki standar yang berbeda. Oleh karena itu, kedepan 

diperlukan suatu sistem yang dapat mengoneksikan data spasial tersebut agar dapat 

dengan mudah diakses. Pada prinsipnya, data digital memiliki karakter mudah 

diakses (easy to be access), dibagi dan dipakai secara bersama-sama (sharing data), 

serta digabungkan dengan sistem digital lainnya. Harapannya, informasi pertanahan 

yang multiguna dapat dibagi dan dipakai oleh banyak lembaga/instansi yang terkait 

dengan pengembangannya. Sistem tersebut harus dilengkapi sebuah sistem yang 

transparan serta memudahkan interaksi dan intern-reaksi antar jenis aset. Namun 

demikian masih diperlukan pemilihan mengenai jenis-jenis informasi yang bersifat 

publik yang dapat diberikan kepada masyarakat dan bersifat rahasia negara yang 

hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang ada 

tetap berpijak pada prinsip-prinsip kerahasiaan data dan informasi baik yang 

menyangkut informasi person, badan usaha, maupun pemerintah. Oleh karena itu 

harus dibedakan antara data atau informasi yang bersifat bisa diakses oleh 

masyarakat secara luas atau instansi lain yang membutuhkan data tersebut, dan 

data yang bersifat terbatas. Informasi yang boleh diakses oleh instansi lain atau 

masyarakat luas antara lain pelayanan pertanahan, informasi rencana tata ruang 

dan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, informasi mengenai profil 

perusahaan, informasi mengenai jaringan utilitas dan informasi pertanahan lainnya. 

Data yang bersifat terbatas memiliki nilai strategis/kerahasiaan yang hanya bisa 

diakses oleh lembaga tertentu saja, contoh daftar nama, NOP oleh pemilik tanah 

saja. 

D. Kesimpulan 

Digitalisasi informasi pertanahan yang terdiri atas data spasial dan tekstual 

berbasis bidang memiliki berbagai manfaat. Antara lain perencanaan pembangunan 

hingga evaluasinya, memberikan nilai multi-efisiensi, dan membantu pemerintah 

dalam pembuatan keputusan dengan lebih baik. Digitalisasi informasi pertanahan 

juga memudahkan pembacaan, pengolahan, dan penyimpanan informasi bagi 

multipihak. Oleh karenanya, dengan mendasarkan pada data spasial dan tekstual 

berbasis bidang pada tingkat desa yang lengkap maka akan terwujud informasi 

pertanahan yang lengkap pada skala kabupaten atau kota. Kelengkapan tersebut 

tentunya akan memudahkan setiap instansi dalam hal pembaharuannya tanpa 
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tumpang tindih dan sengketa. Dalam rangka mencapai hal tersebut, diperlukan 

beberapa langkah seperti pemetaan desa lengkap berbasis bidang dengan 

menggunakan teknologi digital komputer dan web. Oleh karena itu, perlu adanya 

upaya untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi komputer dan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan data digital spasial 

agar pemanfaatan data digital spasial dapat optimal dan berkelanjutan. 

Informasi pertanahan yang multiguna bagi multipihak memerlukan beberapa 

spesifikasi yang mengandung berbagai macam informasi yang berkaitan dengan 

bidang tanah (multipurpose kadastral). Melalui media web (e-services), sistem 

informasi pertanahan yang multiguna dapat memberikan akses informasi 

pertanahan kepada masyarakat dan kalangan dunia. Bagi masing-masing instansi 

yang terintegrasi dengan informasi pertanahan tersebut akan sangat bermanfaat 

dalam pemanfaatannya karena lebih mudah, lebih murah, lebih efektif dan lebih 

efisien, serta dapat mendukung adanya e-government. Informasi pertanahan 

tersebut juga dapat digunakan dalam upaya mendukung bidang tugas masing-

masing instansi. Selain itu, informasi pertanahan tersebut juga turut mendukung 

dalam setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan 

yang ada di daerah. Pada akhirnya, sistem informasi pertanahan multiguna mampu 

mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan transparansi dan 

komersialisasi informasi pertanahan kepada publik. 
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